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TENTANG  

FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR 

 

I. UMUM 

Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu 

tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan kesejahteraan 

masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi tersebut tentunya 

merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, utamanya 

pemerintah dalam seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi maupun 

kabupaten/kota.  

Tingginya jumlah Fakir Miskin dan adanya Anak Terlantar di suatu 

daerah secara otomatis mengindikasikan belum terakomodasinya kebutuhan 

suatu kelompok masyarakat yang sejatinya merupakan amanat dari 

konstitusi. Di sisi lain Pemerintah Daerah merupakan bagian dari subjek 

yang diberi tanggung jawab untuk mengemban amanat yang dimaksud. 

Dalam hal inilah Pemerintah Daerah memerlukan suatu instrumen hukum 

yang mampu mengarahkan pelaksanaan dari upaya konkret yang perlu 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan Penanganan Fakir 

Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar. 

Dengan beberapa dasar pemikiran di atas, diharapkan Peraturan Daerah 

ini dapat memberikan pengaturan yang komprehensif dalam upaya 

Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar di Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain 

perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
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